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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud
partisipasi masyarakat;

bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoenesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1517);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelengaraan

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2017 Nomor 1167);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TENAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya
disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi
tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial,
dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial
daerah kabupaten/kota untuk membantu
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup
wilayah penugasan di kecamatan.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat
berperan serta  untuk  menjaga, menciptakan,
mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.
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Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani,
maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penetapan TKSK bertujuan untuk:

a.

(1)

meningkatkan peran serta  masyarakat dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat
kecamatan;

melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program

pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan

hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.
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(2) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
wilayah kerja di 1 (satu) kecamatan yang meliputi desa

atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 4

(1) Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial
daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota
dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat
kecamatan.

(2) Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.

(3) Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial
daerah provinsi, dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.

(5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK
dapat bekerja sama dan menyinergikan program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program

pembangunan lainnya.

Pasal 5
Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
meliputi:
a. koordinasi;
b. fasilitasi; dan

C. administrasi.

Pasal 6
(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas
sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan,
tokoh  masyarakat lain dan/atau PSKS dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
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